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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

Landasan teori ini akan menjelaskan tentang empat hal, pertama efektivitas 

kinerja, kedua konsep penerapan, ketiga pembinaan dan pengembangan OPUD, dan 

keempat fiqh siyasah dan ruang lingkupnya. Di dalam efektivitas kinerja menerangkan 

tentang pengertian efektivitas, pengertian kinerja dan faktor-faktor yang mempengaruhi 

efektivitas kin erja. Adapun di dalam konsep penerapan menyebutkan dua hal yaitu, 

pengertian penerapan dan konsep penerapan hukum. Sedangkan di dalam pembinaan 

dan pengembangan OPUD dijelaskan pengertian pembinaan, pengertian pengembangan 

dan pengertian OPUD. Sementara di dalam  fiqh siyasah dan ruang lingkupnya 

memaparkan empat hal, yaitu pengertian  fiqh siyasah,  kedudukan  fiqh siyasah, siyasah 

dusturiyah dan ruang lingkup siyasah dusturiyah. 

A. Efektivitas Kinerja 

1 Pengertian Efektivitas 

      Secara etimologi efektivitas berasal dari kata efektif yang beraasal dari 

bahasa Inggris yaitu effectiveness. Pengertian dari kata tersebut dalam bahasa Indonesia 

yaitu berasal dan dari bahasa Belanda adalah effectief yang berarti berguna. Effendy 

menjelaskan efektivitas adalah komunikasi yang prosesnya mencapai tujuan yang 
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direncanakan sesuai dengan biaya yang dianggarkan, waktu yang sudah ditentukan dan 

jumlah orang yang sudah ditetapkan.
1
 

     Menurut Steers efektivitas adalah jangkauan usaha auatu program sebagai 

suatu sistem dengan sumber daya dan sarana tertentu untuk memenuhi tujuan dan 

sarananya tanpa melumouhkan cara dan sumber daya itu serta tanpa memberi tekanan 

yang tidak wajar terhadap pelaksanaanya.
2
 Sementara menurut Gibson efektivitas adalah 

pencapaian tujuan dan sasaran yan telah disepakati untuk mencapai tuuan usaha 

bersama. Tingkat tujuan dan sasaran itu menunjukkan tingkat efektivitas. Tercapainya 

tujuan dan sasaran itu akan ditentukan oleh tingkat pengorbanan yang telah 

dikeluarkan.
3
 

    Menurut Abdulrahmat efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan 

prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk 

menghasilkan sejumlah pekerjaan tepat pada waktunya.
4
 Sedangkan Sondang P. Siagian 

memberikan definisi sebagai berikut: Efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, 

sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya 

untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankan. Efektivitas 

                                                            
1 Onong Uchjana Effendy, Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek (Bandung: PT. Remadja 

Rosdakarya, 2019), h.56.  

 
2 Richard M. Steers,  Efektivitas Organisasi (Jakarta: Erlangga, 1996), h. 110. 

 
3 James L. Gibson, John M. Ivancevich dan James H. Donnely, Organisasi (Jakarta: Erlangga, 

2001), h. 120.   

 
4 Abdulrahmat, Efektivitas Implementasi (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2003), h. 92. 
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menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidkanya sasaran yang telah disiapkan. Jika 

hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya.
5
 

    Dari beberapa pendapat diatas mengenai efektivitas, dapat disimpulkan bahwa 

efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah 

ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila 

tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan. Hal ini sesuai dengan 

pendapat H. Emerson yang dikutip Soewarno Handayaningrat, yang menyatakan bahwa 

”efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan 

sebelumnya.”
6
 

2 Pengertian Kinerja 

     Kinerja berasal dari kata job performance atau actual performance yang 

berarti prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai oleh seseorang. 

Pengertian kinerja (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang 

dicapai oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan tanggung 

jawab yang diberikan kepadanya. Menurut Nurlaila, performance atau kinerja 

merupakan hasil atai keluaran dari suatu proses.
7
 Adapun menurut Luthans, berdasarkan 

                                                            
5 Sondang P. Siagian, Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), 

h. 75. 
6 Soewarno Handayaningrat, Pengantar Ilmu Administrasi Negara dan Manajemen (Jakarta: PT. 

Gunung Agung, 1996), h. 15. 

 
7 Nurlaila, Manajemen Sumber Daya Manusia I (Ternate: LepKhair, 2010), h. 71. 
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pendekatan perilaku dalam manajemen, kinerja adalah kuantitas atau kualitas sesuatu 

yang dihasilkan atau jasa yang diberikan oleh seseorang yang melakukan pekerjaan.
8
 

     Menurut Mangkunegara kinerja adalah hasil kerja baik secara kualitas 

maupun kuantitas yang dicapai oleh seseorang dalam melaksanakan tugas secara 

tanggung jawab yang diberikan.
9
 Sementara Rivai dan Basri mengemukakan bahwa 

kinerja adalah hasil atau tingkat keberhasilan seseorang secara keseluruhan selama 

periode tertentu dslsm melaksanakan tugas dibandingkan dengan berbagai 

kemungkinan, seperti standar hasil kerja, target atau sasaran ataukriteria yang telah 

ditentukan terlebih dahulu dantelah disepakati bersama.
10

 

     Sedangkan Mathis dan Jackson menyatakan bahwa kinerja pada dasarnya 

adalah apa yang dilakukan atau tidak dilakukan pegawai. Manajemen kinerja adalah 

keseluruhan kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja perusahaan atau 

organisasi, termasuk kinerja masing-masing individu dan kelompok kerja di perusahaan 

tersebut.
11

 Dan menurut Amstrong kinerja adalah hasil kerja dan tingkah laku. 

Pengertian kinerja ini  mengaitkan antara hasil kerja dengan tingkah laku. Sebagai 

                                                            
8 Fred Luthans, Organizational Behavior (New York: McGraw-hill, 2005), h. 165. 

 
9 Anwar Prabu Mangkunegara, Manajemen Sumber Daya Manusia (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2002), h. 22. 

 
10 Veithzal Rivai dan Basri, Performance Appraisal: Sistem yang Tepat untuk Menilai Kinerja 

Karyawan dan Meningkatkan Daya Saing Perusahaan (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), h. 50. 

 
11 Robert L. Mathis dan John H. Jackson, Human Resource Management: Manajemen Sumber 

Daya Manusia (Jakarta: Salemba Empat, 2006), h. 65. 
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tingkah laku, kinerja merupakan aktivitas manusia yang diarahkan pada pelaksanaan 

tugas organisasi yang diberikan kepadanya.
12

 

3 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Kinerja 

      Ada empat faktor yang mempengaruhi efektivitas kerja, seperti yang 

dikemukakan oleh Richard M. Steers dalam bukunya yang berjudul Efektivitas 

Organisasi, yaitu:
13

  

a. Karakteristik Organisasi, Karakteristik organisasi terdiri dari struktur dan 

teknologi organisasi yang dapat mempengaruhi segi-segi tertentu dari 

efektivitas dengan berbagai cara. Yang dimaksud struktur adalah hubungan 

yang relatif tepat sifatnya, seperti dijumpai dalam organisasi, sehubungan 

dengan susunan sumber daya manusia, struktur meliputi bagaimana cara 

organisasi menyusun orang-orangnya dalam menyelesaikan pekerjaan, 

sedangkan yang dimaksud teknologi adalah mekanisme suatu organisasi 

untuk mengubah masukan mentah menjadi keluaran (output). 

b. Karakteristik Lingkungan, aspek lingkungan luar dan lingkungan dalam 

juga telah dinyatakan mempunyai pengaruh terhadap efektivitas kerja. 

Kedua aspek tersebut sedikit berbeda, namun saling berhubungan. 

Lingkungan luar yaitu semua kekuatan yang timbul di luar batas-batas 

organisasi dan mempengaruhi keputusan serta tindakan di dalam organisasi. 

                                                            
12 Michael Amstrong, Manajemen Sumber Daya Manusia (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 

1999), h, 15. 

 
13 Richard M. Steers, Efektivitas Organisasi (Jakarta: Erlangga, 1996), h. 9. 
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Pengaruh faktor semacam ini terhadap dinamika organisasi pada umumnya 

dianggap meliputi derajat kestabilan yang relatif dari lingkungan, derajat 

kompleksitas lingkungan dan derajat ketidakpastian lingkungan. 

Sedangkan lingkungan dalam yang pada umumnya disebut iklim 

organisasi, meliputi macam-macam atribut lingkungan kerja yang 

mempunyai hubungan dengan segi-segi tertentu dari efektivitas, 

khususnya atribut-atribut yang diukur pada tingkat individual. Keberhasilan 

hubungan organisasi dengan lingkungan tampaknya amat tergantung pada 

tingkat variabel kunci yaitu tingkat keterdugaan keadaan lingkungan, 

ketepatan persepsi atas keadaan lingkungan dan tingkat rasionalisme 

organisasi. Ketiga faktor ini mempengaruhi ketepatan tanggapan organisasi 

terhadap perubahan lingkungan. 

c. Karakteristik Pekerja, pada kenyataannya para anggota organisasi 

merupakan faktor pengaruh yang paling penting karena perilaku merekalah 

yang dalam jangka panjang akan memperlancar atau merintangi tercapainya 

tujuan organisasi. Pekerja merupakan sumber daya yang langsung 

berhubungan dengan pengelolaan semua sumber daya yang ada di dalam 

organisasi, oleh sebab itu perilaku pekerja sangat berpengaruh terhadap 

pencapaian tujuan organisasi. Pekerja merupakan modal utama di dalam 

organisasi yang akan berpengaruh besar terhadap efektivitas, karena 

walaupun teknologi yang digunakan merupakan teknologi yang canggih 
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dan didukung oleh adanya struktur yang baik, namun tanpa adanya pekerja 

maka semua itu tidak ada gunanya. 

d. Kebijaksanaan dan Praktek Manajemen, secara umum, para pemimpin 

memainkan peranan sentral dalam keberhasilan suatu organisasi melalui 

perencanaan, koordinasi dan memperlancar kegiatan yang ditunjukan 

kearah sasaran. Kewajiban mereka para pemimpin untuk menjamin bahwa 

struktur organisasi konsisten dengan dan menguntungkan untuk teknologi 

dan lingkungan yang ada. Sudah menjadi tanggung jawab dari para 

pemimpin untuk menetapkan suatu sistem imbalan yang pantas sehingga 

para pekerja dapat memuaskan kebutuhan dan tujuan pribadinya sambil 

mengejar tujuan dan sasaran organisasi. Peranan pemimpin ini mungkin 

merupakan fungsi yang paling penting. Dengan makin rumitnya proses 

teknologi dan makin rumit dan kejamnya keadaan lingkungan, peranan 

manajemen dalam mengkoordinasi orang dan proses demi keberhasilan 

organisasi tidak hanya bertambah sulit, tapi juga menjadi semakin penting 

artinya. 

B. Konsep Penerapan 

1 Pengertian Penerapan 

                         Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian penerapan 
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adalah perbuatan menerapkan.
14

 Penerapan merupakan sebuah tindakan yang dilakukan, 

baik secara individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang 

telah dirumuskan. Secara bahasa penerapan adalah hal, cara atau hasil.
15

                    

                    Adapun menurut Ali penerapan adalah mempraktekkan, memasangkan, 

atau pelaksanaan.
16

 Sedangkan Riant ugroho yang mengemukakan bahwa penerapan 

adalah cara yang dilakukan agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan.
17

 

        Berbeda dengan Nugrogo, menurut Wahab penerapan merupakan tindakan-

tindakan yang dilakukan baik oeh individu-individu atau kelompok-kelompok yang 

diarahkan pada tercapainya tujuan yang telah diinginkan alam keputusan. Dalam hal ini, 

penerapan adalah pelaksanaan sebuah hasil kerja yang diperoleh melalui sebuah cara 

agar dapat dipraktekkan kedalam masyarakat.
18

 

        Berdasarkan pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa penerpan 

adalah cara yang dilakukan dalam kegiatan agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan. 

2 Konsep Penerapan Hukum    

     Beberapa ahli berpendapat bahwa penerapan merupakan suatu perbuatan 

mempraktekan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan 

                                                            
14 Peter Salim dan Yenny Salim, Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer (Jakarta: Bumi Aksara, 

2009), h. 189.  

 
15 Badudu dan Sutan Mohammad Zaid, Efektivitas Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 

2010), h. 1487. 

 
16 Lukman Ali, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia (Surabaya: Apollo, 2007), h. 104. 

 
17 Riant Nugrogo, Prinsip Penerapan Pembelajaran (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), h. 158 

 
18 Wahab, Tujuan Penerapan Program (Jakarta: Bulan Bintang, 2008), h. 63.  
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untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah 

terencana dan tersusun sebelumnya.
14

 Sedangkan Austin menjelaskan bahwa hukum 

merupakan peraturan yang diadakan untuk memberi bimbingan kepada makhluk yang 

berakal oleh makhluk yang berakal yang berkuasa atasnya.
19

 

       Lebih lanjut lagi, Lili Rasjidi dan Wyasa Putra menjelaskan bahwa 

penerapan hukum merupakan proses kelanjutan dari proses pembentukan hukum yang 

meliputi Lembaga, aparatur, saran, dan prosedur penerapan hukum.
20  

         
Berbicara penerapan hukum berarti berbicara mengenai pelaksanaan hukum 

itu sendiri dimana hukum diciptakan untuk dilaksanakan. Hukum tidak bisa lagi disebut 

sebagai hukum, apabila tidak pernah dilaksanakan. Pelaksanaan hukum selalu 

melibatkan manusia dan tingkah lakunya. Lembaga kepolisian diberi tugas untuk 

menangani pelanggaran hukum, kejaksaan disusun dengan tujuan untuk mempersiapkan 

pemeriksaan perkara di depan sidang pengadilan. 

       Menurut Soerjono Soekanto, fungsi dari penerapan        hukum di masyarakat 

antara lain adalah :
21 

a. Alat ketertiban dan ketentraman masyarakat;
 

b. Sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir batin; dan
 

c. Sarana penggerak pembangunan.
 

                                                            
 
19 Ishaq, Dasar-Dasar Ilmu Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), h. 3. 
20 Ishaq, Dasar-Dasar Ilmu Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), h. 223. 

 
21 Sajtipto Rahardjo, Masalah penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis (Bandung: Sinar 

Baru, 2009), h. 16. 



33 
 

 
 

C. Pembinaan dan Pengembangan OPUD 

1 Pengertian Pembinaan 

     Pembinaan berasal dari kata bina, yang mendapat imbuhan pe-an, sehingga 

menjadi kata pembinaan. Pembinaan adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang 

dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik.
22

 

Pembinaan merupakan proses, cara membina dan penyempurnaan atau usaha tindakan 

dan kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Pembinaan pada 

dasarnya merupakan aktivitas atau kegiatan yang dilakukan secara sadar, berencana, 

terarah, dan teratur secara bertanggung jawab dalam rangka penumbuhan, peningkatan 

dan mengembangkan kemampuan serta sumber-sumber yang tersedia untuk mencapai 

tujuan. 

     Pembinaan adalah upaya pendidikan formal maupun non formal yang 

dilakukan secara sadar, berencana, terarah, teratur, dan bertanggung jawab dalam rangka 

memperkenalkan, menumbuhkan, membimbing, dan mengembangkan suatu dasar-dasar 

kepribadiannya seimbang, utuh dan selaras, pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan 

bakat, kecenderungan/keinginan serta kemampuan-kemampuannya sebagai bekal, untuk 

selanjutnya atas perkasa sendiri menambah, meningkatkan dan mengembangkan 

                                                            
22 http://www.artikata.com/arti-360090-pembinaan.html,  diakses  pada  tanggal  11 Januari 

2023 pukul 17.00. 

http://www.artikata.com/arti-360090-pembinaan.html,
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dirinya, sesamanya maupun lingkungannya ke arah tercapainya martabat, mutu dan 

kemampuan manusiawi yang optimal dan pribadi yang mandiri.
23 

      
Menurut Mangunhardjana untuk melakukan pembinaan ada beberapa 

pendekatan yang harus diperhatikan oleh seorang pembina, antara lain: 

a. Pendekatan informative (informative approach), yaitu cara menjalankan 

program dengan menyampaikan informasi kepada peserta didik. Peserta 

didik dalam pendekatan ini dianggap belum tahu dan tidak punya 

pengalaman. 

b. Pendekatan partisipatif (participative approach), dimana dalam pendekatan 

ini peserta didik dimanfaatkan sehingga lebih ke situasi belajar bersama. 

c. Pendekatan eksperiansial (experienciel approach), dalam pendekatan ini 

menempatkan bahwa peserta didik langsung terlibat di dalam pembinaan, 

ini disebut sebagai belajar yang sejati, karena pengalaman pribadi dan 

langsung terlibat dalam situasi tersebut.
3
 

      Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pembinaan adalah suatu proses 

belajar dalam upaya mengembangkan dan meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan 

sikap yang bertujuan untuk lebih meningkatkan kemampuan seseorang atau kelompok. 

 

 

                                                            
              23 B. Simanjuntak dan I. L Pasaribu, Membina dan Mengembangkan Generasi Muda 

(Bandung: Tarsito, 1990), h. 84. 
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2 Pengertian Pengembangan 

     Secara etimologi pengembangan berasal dari padanan kata pengembang yang 

memiliki makna suatu proses, cara, perbuatan atau sebuah proses kegiatan bersama yang 

dilakukan oleh penghuni suatu daerah untuk memenuhi kebutuhannya.
24

 Sedangkan 

menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengembangan memiliki arti proses membuat 

suatu menjadi maju, baik sempurna dan berguna.
25

  

     Secara terminologi pengembangnan adalah suatu proses yang mengupayakan 

peningkatan kemampuan dan keterampilan SDM guna menghadapi perubahan 

lingkungan internal maupun eksternal melalui pendidikan keterampilan. Sedagakn 

pengembanan menurut Malayu Hasibuan adalah usaha untuk meningkatkan kemampuan 

teknis, teoritis, konseptual dan moral karyawan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan 

melalui pendidikan dan latihan.
26

 

     Maka, dapat diambil kesimpulan bahwa pengembangan adalah sebuah proses 

yang dilakukan untuk mendapatkan hasil yang bagus dengan melalui beberapa latihan 

dan pendidikan yang bagus dan mumpuni. 

3 Pengertian OPUD 

     Cabang Olahraga Prestasi Unggulan Daerah yang selanjutnya disebut OPUD 

adalah olahraga unggulan yang tumbuh dan berkembang di daerah yang memerlukan 

pembinaan dan pengembangan secara terencana, berjenjang, serta berkelanjutan melalui 

                                                            
24 https://kbbi.web.id/kembang.html, diakses pada tanggal 10 Januari 2023 pukul 19.00. 

 
25 W.J.S Poesarwamita, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 348 
26 Sri Larasati, Manajemen Sumber Daya Manusia (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2018), h. 120.  

https://kbbi.web.id/kembang.html
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kompetisi yang sistematis, terstruktur, dan teratur untuk mencapai perluasan dan Prestasi 

dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.
27

  

D. Fiqh Siyasah dan Ruang Lingkupnya 

1 Pengertian Fiqh Siyasah 

      Kata fiqh berasal dari bentuk mashdar fuqaha-yafqahu-fiqhan yang berarti 

pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan dan 

atau tindakan tertentu.
28

 Lebih lanjut secara istilah, menurut ulama-ulama syara’ fiqh 

adalah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan syara’ mengenai amal 

perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalil yang tafshil (terinci, yakni dalil-dalil atau 

hukum-hukum khusus yang diambil dari dasar-dasarnya, Al-Qur’an dan sunnah).
29

 Jadi 

fiqh menurut istilah adalah pengetahun mengenai hukum agama Islam yang bersumber 

dari Al-Qur’an dan sunnah yng disusun oleh mujthid dengan jalan penalaran dan ijtihad. 

      Berdasarkan pendapat di atas, dapat dipahami bahwa fiqh adalah upaya 

sungguh-sungguh dari para ulama (mujtahidin) untuk menggali hukum-hukum syara’ 

sehingga dapat diamalkan oleh umat Islam. Fiqh disebut juga dengan hukum Islam. 

Karena fiqh bersifat ijtihadiyah, pemahaman terhadap hukum syara’ tersebut pun 

mengalami perubahan dan perkembangan sesuai dengan perubahan dan perkembangan 

situasi dan kondidi manusia sendiri.  

                                                            
 
27 Permenpora No. 21 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengembangan Cabang Olahraga 

Prestasi Unggulan Daerah, diakses dari https://jdihn.go.id/files/205/2017permenpora021.pdf, pada 

tanggal  1 Februari 2023, pukul 20.10 WIB. 

 
28 Amir Syarifuddin, Pembaruan Pemikiran dalam Islam (Jakarta, Bulan Bintang, 2003), h. 591. 
29  T. M Hasbi Ash Shiddieqy, Pengantar Ilmu Fiqh (Jakarta: Bulan Bintang, 2004), h. 26. 

https://jdihn.go.id/files/205/2017permenpora021.pdf
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      Menurut Muhammad Iqbal kata siyasah merupakan bentuk mashdar atau kata 

benda abstrak dari kata sasa memiliki banyak makna yaitu mengemudi, mengendalikan, 

pengendali, cara pengendalian.
30

 Sasa juga berarti mengatur, mengurus dan memerintah 

atau pemerintahan, politik dan pembuat kebijakan. Pengertian secara kebahasaan ini 

mengisyaratkan bahwa tujuan siyasah adalah mengatur dan membuat kebijaksanaan atas 

sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai sesuatu.
31

 

      Secara terminologi Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan bahwa siyasah 

adalah pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan 

kemaslahatan serta mengatur keadaan.
32

 Lebih lanjut pengertian siyasah adalah segala 

perbuatan yang membawa manusia lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari 

kemafsadatan, sekalipun Rasulullah tidak menetapkannya dan (bahkan) Allah SWT 

tidak menentukannya.
33

 Pada prinsipnya defenisi-defenisi tersebut mengandung 

persamaan siyasah berkaitan dengan mengatur dan mengurus manusia dalam hidup 

bermasyarakat dan bernegara dengan membimbing mereka kepada kemaslahatan dan 

menjauhinya dari kemudaratan.  

 

                                                            
 
30 Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam (Jakarta: Gaya Media 

Pratama, 2007), h. 3.  

 
31 Ridwan, Fiqh Politik Gagasan Harapan dan Kenyataan (Yogyakarta: FH UII Press, 2007), h. 
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2 Kedudukan Fiqh Siyasah 

     Berdasarkan pembahasan pengertian fiqh siyasah di dalam hukum Islam, 

perlulah untuk diketahui terlebih dahulu sistematika hukum Islam secara umum. Dengan 

diketahui sistematika hukum Islam, maka dapatlah dipahami kedudukan fiqh siyasah di 

dalam sistematika hukum Islam. Secara global hukum Islam dapat dibagi dalam dua 

bagian pokok, yaitu hukum yang mengatur hubungan manusia kepada Tuhannya 

(‘ibadah) dan hukum yang mengatur hubungan antar sesama manusia dalam masalah-

masalah keduniaan secara umum (mu’amalah). Tatanan yang pertama sudah jelas, tegas 

dan tidak mengalami perkembangan, tidak membuka peluang untuk penalaran manusia. 

Sedangkan tatanan yang kedua dasarnya adalah segala sesuatu yang menyangkut hak-

hak sesama manusia. Ketentuan-ketentuannya dijelaskan secara umum dan masih dapat 

dikembangkan lebih lanjut untuk mewujudkan kemaslahatan yang merupakan tujuan 

utama dan menegakkan ketertiban hubungan dalam kehidupan masyarakat.
34

  

     Syari’at adalah ketentuan-ketentuan hukum yang tegas yang ditunjukkan oleh 

Al-Qur’an dan sunnah Rasulullah yang dapat dibuktikan kesahihannya, sedangkan fiqh 

adalah ilmu tentang hukum-hukum syara’ yang berkaitan dengan perbuatan yang 

dipahami dari dalil-dalinya yang rinci, dan fiqh adalah hasil dari ijtihad dan pemahaman 

ulama terhadap dalil-dalil hukum terutama Al-Qur’an dan hadits. Fiqh siyasah adalah 

otoritas pemerintah untuk melakukan berbagai kebijakan melalui berbagai peraturan 
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dalam rangka mencapai kemaslahatan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-

prinsip ajaran agama sekalipun tidak terdapat dalil tertentu.  

    Dapat disimpulkan bahwa fiqh siyasah mempunyai kedudukan penting dan 

juga memiliki posisi yang strategis dalam masyarakat Islam. Untuk memikirkan, 

merumuskan dan menetapkan kebijakan-kebijakan politik praktis yang berguna bagi 

kemaslahatan masyarakat muslim khususnya, dan warga lain umumnya. Pemerintah 

membutuhkan siyasah. Tanpa politik hukum, pemerintah boleh jadi akan sulit 

megembangkan potensi yang mereka miliki.
35

 

3 Siyasah Dusturiyah 

     Dusturiyah berasal dari kata “dusturi” yang berasal dari bahasa Persia. 

Semula artinya adalah seorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik 

maupun agama. Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk 

menunjukkan anggota kependetaan (pemuka agama) Zoroaster (Majusi). Setelah 

mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab, kata dustur berkembang pengertiannya 

menjadi asas dasar/pembinaan.  

    Menurut istilah, dustur berarti kumpulan kaedah yang mengatur dasar dan 

hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara baik yang 

tidak tertulis (konvensi) maupun yang tertulis (konstitusi).
36

 Secara lebih lanjut yang 

dimaksud dengan dusturi yatu, “Prinsip-prinsip pokok bagi pemerintahan negara 
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40 
 

 
 

manapun seperti terbukti di dalam perundang-undangan, peraturan-peraturannya dan 

adat istiadatnya”.
37

 Abul A’la al-Maududi menakrifkan dusturi dengan: “Suatu dokumen 

yang memuat prinsip-prinsip pokok yang menjadi landasan pengaturan suatu negara”.
38

 

    Dari dua takrif ini dapat disimpulkan bahwa kata dusturi sama dengan 

constitution dalam bahasa Inggris, atau Undang-Undang Dasar dalam bahasa Indonesia, 

kata-kata “dasar’ dalam bahasa Indonesia tersebut tidaklah mustahil berasal dari kata 

dustur tersebut di atas. Dengan demikian, siyasah dusturiyah adalah bagian fiqh siyasah 

yang membahas masalah perundang-undangan negara agar sejalan dengan nila-nilai 

syari’at. Artinya, Undang-Undang itu mengacu terhadap konstitusinya yang tercemin 

dalam prisnip-prinsip Islam dalam hukum-hukum syari’at yang disebutkan di dalam Al-

Qur’an dan yang dijelaskan sunnah Nabi, baik mengenai akidah, akhlak, muamalah 

maupun berbagai macam hubungan yang lain.
39

   

4 Ruang Lingkup Siyasah Dusturiyah 

      Siyasah dusturiyah merupakan bagian fiqh siyasah yang membahas masalah 

perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep 

konstitusi (Undang-Undang Dasar Negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan 

dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan Undang-Undang), lembaga 
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41 
 

 
 

demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan 

tersebut.
40

  

     Permasalahan di dalam fiqh siyasah dusturiyah adalah hubungan antara 

pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan 

yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, di dalam fiqh Siyasah dusturiyah 

biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut 

oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan 

merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.
41

 Disamping 

itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal 

balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib 

dilindungi.
42

 

    Oleh karena itu fiqh siyasah dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang 

sangat luas dan kompleks. Sekalipun demikian, secara umum disiplin ini meliputi hal-

hal sebagai berikut:
43

  

a. Persoalan dan ruang lingkup pembahasan 

b. Persoalan imamah, hak dan kewajibannya 
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c. Persoalan rakyat, statusnya dan hak-haknya  

d. Persoalan bai’at 

e. Persoalan waliyul ahdi 

f. Persoalan perwakilan 

g. Persoalan ahlul halli wal aqdi 

h. Persoalan wizarah dan perbandingannya 

     Persoalan fiqh siyasah dusturiyah umumnya tidak dilepaskan dari dua hal 

pokok: pertama, dalil-dalil kulliy, baik ayat-ayat Al-Qur’an maupun hadits, maqosidu 

syariah, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang tidak akan 

berubah bagaimanapun perubahan masyarakat, karena dalil-dalil kulliy tersebut menjadi 

unsur dinamisator di dalam mengubah masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat 

berubah karena perubahan situasi dan konndisi, terutama di dalamnya hasil ijtihad 

ulama, meskipun tidak seluruhnya.
44
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